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PERAN SERTA PEMERINTAH DA pp
MASYARAKAT DALAN MENCEg .
PIDANA PORNOGRAF;

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi, terutama teknolo
telah memberikan banyak kemuda
membawa banyak perubahan pada p
bangsa kita. Sebelum jaringan televisi
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Pada jam-jam tersebyt justru TV
digemari anak. Akibatnya, anak Jebj
diajak ke mesjid/musholah, Dampak
Sangat banyak dipengaruhi njlaj
Islam tidak mereka kenal, peril
adalah bentukan Ty yang tida
Islam, bahkap seringkali berte
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ola hidup dan nilai-nilyj budy
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tkan dengan mengaji. Sekarany
n pembentukan perilaku tersehu
kan entah kebetulan atau disengis
menayangkan acara yang sangt
h tertarik pada acara TV daripat
lebih jauhnya adalah peril:?klf anlak
-nilai yang disuguhkan TV. leal-m::l
aku mereka pun sekian pulul? p'ersilai
k selamanya selaras dengan nile"
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ari. Apa yang dulu dianggaP

Pergeseran nilai pun tidak bisa dihind
an muhrim, menciumnya,

tabu, seperti memeluk lawan jenis yang buk
menjadi suatu yang dianggap biasa bahkan hebat. Tidak jarang yang

menentang arus tersebut dianggap kuper atau tidak gaul. Muncullah
budaya baru di negeri ini, budaya serba boleh dalam pergaulan antar
lawan jenis sampai dengan kecenderungan punya anak di luar nikah
pun ditoleransi sebagai sebuah kewajaran.

Dengan demikian, ketika para pendukung moral meneriakkan
pornografi, sebagian besar masyarakat kita cuek, acuh tak acuh atau
tidak perduli. Hal itu terjadi karena bingkai (frame) pemikiran mereka
sesungguhnya setuju. Persetujuan itu diperoleh dari hasil menyerap nilai
yang ditayangkan TV atau media massa lainnya selama ini. Pornografi
sering dianggap bagian dari modernisasi padahal anggapan itu belum
tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut sebagai efek samping
modernisasi.’

Modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu
dibendung karena memiliki banyak manfaat. Tindakan yang seyogianya
dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan modernisasi ke
arah yang benar. Kiblat modernisasi adalah barat sehingga apa pun
yang dilakukan barat cenderung ditiru bangsa kita. Mengarahkan dan
mengendalikan modernisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi

dan bagian positif peradaban barat untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Budaya hidup disiplin, etos kerja dan etos keilmuan yang tinggi,
kejujuran, dan lain sebagainya itu perlu kita tiru. Sedangkan aspek
negatifnya seperti gaya hidup permisif (serba boleh), seks liar, minuman
keras, dan pornografinya kita cegah. Pencegahan dampak negatif budaya
barat dapat diwujudkan melalui komitmen yang kau dari pemerintah
dan DPR/DPRD. Bentuknya bisa berupa undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah (perda), dan seterusnya. Tanpa komitmen
seperti ini, modernisasi dengan sendirinya akan terus-menerus
menggeser nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.

Melihat perubahan kultur budaya yang sedemikian drastisnya
sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001

2http://forumdum'ahukumbloglw,wordpress. com/2012/05/08/analisis-terhadap-
undang-uundang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornograﬁ/, diakses tanggal 30
Oktober 2022.
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Melakukan pengambilan gambar hl.lb.ungan seksual ata adegy,
seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang laj, dan
melihat hubungan seksual atau adegan seks.ual, memperbanyak,
mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat gy,
memperhatikan gambar orang, baik cetak ataupun visual yap
terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang Uang
dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksul
atau adegan seksual.
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4, Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dan
perempuan yang bukan muhrimnya, dan perbuatan sejenis lainnya

yang mendekat dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual
di luar pernikahan.

Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan luat

bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muks

telapak tangan, dan telapak kaki kecuali dalam hal-hal yans

dibenarkan secara Syar’i, memakai pakaian tembus pandang 3%

ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh, melakukan su®

Eert?uatan dan/atau suaty ucapan yang dapat mendorong terjadiy®
ubungan seksya] dj luar pernikahan.

Menury¢ Undan

Pornografy 8-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tent®’
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kartun, percakapan, gerak

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,
ai bentuk media

tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbag

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuatl

kecabulan atau eksploitasi scksual yang melanggar norma kesusilaan
dalam masyarakat”. Tujuan dibentuknya Undang-Undang pPornografi,
menurut Pasal 3 Undang-Undang Pornografi adalah:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat
yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat
kemanusiaan;

2.  Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya,
adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang
majemuk;

3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak
masyarakat;

4 Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negard
dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan

5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di
masyarakat.

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral
kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum
atas rasa ketenteraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum.
Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan
dan gangguan terhadap ketenteraman dan kedamaian batin orang
perorangan dan masyarakat. Oleh karena, rasa/perasaan ketenteraman
atau kedamain batin masyarakat berakar pada rasa ketenteraman dan
kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian,
sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum
negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan
kedamaian dan ketenteraman setiap individu penduduk negara sekaligus
merupakan gangguan terhadap rasa ketenteraman dan kedamaian
masyarakat. Pada tahap yang lebih luas dapat menyerang rasa kedamaian
dan ketenteraman kehidupan bangsa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum
yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi
dalam Undang-Undang Pornografi yakni kepentingan hukum mengenai
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C. Pembahasan

1. Peran Serta Pemerinta
Pornografi

Rumusan tindak pidana pornografi sang

perbuatan dan objek perbuatan yang S¢

Dengan menghubungkan dengan Pasal 4 ayat Ny
Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, maka dapat diperinci unsur

tindak pidana sebagai berikut.

h Dalam Pencegahan Tindak Pidan

at sederhana, yakni terdiriats
kaligus objek tindak pidan:
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1. Perbuatan
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akibat - suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka
perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan
membuat atau perbuatan mengadakan. Merupakan perbuatan
dengan cara dan bentuk apa pun mengenai sesuatu yang
sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jika dihubungkan dengan
objek pornografi, misalnya gambar porno melalui alat cetak.
Perbuatan membuat, dari sudut akibat membuat sama
artinya dengan memproduksi. Perbuatan dengan cara apa pun
terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada. Sama juga
artinya dengan perbuatan mengadakan. Ditinjau dari sudut
penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan
membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana
materiil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada adanya
adanya objek pornografi yang dihasilkan. Tanpa terbukti adanya
benda pornografi yang dihasilkan tindak pidana tidak terjadi.
Mungkin hanya terjadi percobaannya, asalkan memenubhi
syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan.
Perbuatan memperbanyak. Memperbanyak adalah perbuatan
dengan bentuk dan cara apa pun terhadap suatu benda in
casu pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak
menjadi banyak atau bertambah banyak. Syarat perbuatan
memperbanyak ialah sebelum perbuatan dilakukan benda
sudah ada. Dengan perbuatan memperbanyak, maka benda
tersebut bertambah banyak. Dalam pengertian ini sama dengan
perbuatan menggandakan.

Perbuatan menggandakan. Menggandakan artinya melipatkan
beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya yakni perbuatan

dengan bentuk dan cara apa pun terhadap suatu benda “in
casu” pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau
bertambah banyak atau dalam jumlah yang berlipat-lipat.
Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan
dilakukan benda sudah ada. Dalam hal ini menggandakan sama
artinya dengan memperbanyak.

Perbuatan menyebarluaskan. Menyebarluaskan adalah
perbuatan yang bentuk dan dengan cara apa pun terhadap
suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar
menjadi tersebar secara luas. Cara orang menyebarluaskan

Bagian 1 | Hukum Pidana dan Kriminologi 23
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sempurna b la objek pornografl telah melewati/kely;, 4
wilayah hukum Indonesia.

h. Perbuztan menawarkan. Menawarkan adalah perbuatan dezgar
cara zpa pun ,crhz“ap suatu benda dengan menun‘u}jz.-.’:;
atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) denga
sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan terenn
terhadap benda yang ditawarkan. Misalnya, agar orang Lz
membeli, mmgambil, menukar, mengedarkannya, dan lzinayz

i.  Perbuatan memperjualbelikan. Perbuatan memperjualbeliiz
(yang benar menjualbelikan) dapat disamakan dengz
perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan. Dalam am
akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan me enjadl
tersebar di banyak tempat atau dikuasai atau diketahui 0rat:
banyak.

J-  Perbuatan menyewakan. Menyewakan terd2pat dale=
perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalzh sU”
perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang a )an'
menycwakan, mengikatkan dirinya untuk memberi anls®

Yandianto, Kamys Umum Bahasa Indonesia, M2S, Bandung, 1997, him- 561
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atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain kepada
pihak yang menyewakan yang disebut penyewa selama waktu

tertentu dengan pembayaran harga tertentu yang disanggupi
pembayarannya.

Sebagaimana kita ketahui, ada tiga kelompok besar kepentingan
hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan
hukum individu (individuale belangen), kepentingan hukum masyarakat
(sociale belangen) dan kepentingan hukum negara (staatsbelangen).
Meskipun kepentingan yang hendak dilindungi dapat dirinci dan
digolong-golongkan menjadi tiga golongan besar namun demikian
antar kepentingan hukum yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan.
Mengingat, pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum sekaligus
melanggar suatu kepentingan hukum yang lain.’

Tidak mungkin terjadi pelanggaran satu kepentingan hukum saja
oleh suatu perbuatan dalam tindak pidana tertentu tanpa melanggar
kepentingan hukum lainnya. Misalnya pembuat pornografi pada
dasarnya menyerang rasa kesusilaan umum (masyarakat) yang sekaligus
menyerang rasa kesusilaan masing-masing individu atau pribadi anggota
masyarakat. Ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi
oleh masyarakat yang harus dipatuhi. Nilai-nilai kesusilaan adalah isi
dari norma kesusilaan.

Nilai-nilai moral dan kesusilaan dipatuhi dan dipertahankan
sehingga membuat rasa damai dan tenteram batin setiap individu
dan masyarakat. Penyerangan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh
suatu perbuatan akan menimbulkan akibat terganggunya ketenangan,
ketenteraman, dan kedamaian batiniah individu dan masyarakat.
Kerugian semacam itu tidak bersifat materiil yang dapat dinilai dengan
uang, tetapi bersifat immateriil. Kerugian immateriil berupa gangguan
terhadap ketenangan/kedamaian tersebut bisa jadi dirasakan sangat
berat. Walaupun oleh sebagian kecil masyarakat menganggap hal
yang biasa. Gangguan terhadap kedamaian dan ketenteraman batiniah
tersebut, dapat melahirkan perasaan kebencian, ketidaksukaan, amarah,
sakit hati,dan lain-lain.

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004, him. 3.
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perasaan batiniah yang demikian ml‘:r Epakfin suaty o
: gi, perasaan kemarahan dan kebencian Scm“Cami“ I,
' kedamaian dan ketenteraman kehjdupan mqs'";’m
[uruhannya. Oleh karena itu, negara harus ikut capy, ‘y?'ah.
kese l'qkkan nilai-nilai moral dan kesusilaan umum, Iy, - il
meniﬁ‘dal’lm menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaap umy urln‘/q

egale ¢ Halnilat |
n t; urnya negara dalam menegakkan r’lllal nilai moral daj, kesugnh“
;:u Pqn memasukkan nilai-nilai kesusilaan ke dalam Normg 'uaa,l

engs

pid'ﬁla. Wujud nyatanya dengan membuat dan memberlakukay, Unda:n'
Undang Pornografi terrsebut. Menurut Pasal 18 U“dang'Undang Nomf
. )
44 Tahun 2008 tentang Pornografi, peran serta pemerinyy, Wy
pencegahan tindak pidana pornografi adalah: :

Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan Pe")’ebarluasan

produk pomograﬁ atau jasa pornografi, termasuk pemb ki

pornografi melalui internet;

b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, i
penggunaan pornografi; dan

. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai piha, by
dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuaty,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Lebih luas la
menyerang rasa

a.

Membuat dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi pads
dasarnya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilazn
sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Hal in
sebagai upaya pertahanan bangsa Indonesia terhadap pengaruh yang
bertubi-tubi dari peradaban asing, Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan
yang sebagian besar diadopsi dari norma-noprma agama yang dianut
oleh orang Indonesia banyak peradaban asing yang buruk. Sebagian
bukan sekedar berlainan atau bertentangan tetapi mengandung sifé

destruktif (sesuatu hal yang bersifat memusnahkan, merusak at
menghancurkan).

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidan?
Pornografi

:Jn}?k tegak.nya nilai-nilai moral kesusilaan sehingga masyarakal
erhindar dari pornografi, maka melalui norma hukum dilarang ™ 2l

26 p
embaruan Hukum Menuju Hukum Milenial

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

macam perbuatan vang menvangkut dan berhubungan dengan pofmt"‘ﬁ

Demikian itulah jiwa dari dibentuknya tindak pidana pornografi dalam

Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pomografi. Ada sepulub

pasal vang merumuskan tindak pidana pornografi, sebagai benkut.

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnva
pomografi (Pasal 29 jo. Pasal Pasal 4 avat (1)),

L]

Tindak pidana menvediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4

avat (2)),

1 Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk
pomografi (Pasal 31 jo. Pasal 5);

4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya
produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6);

5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi,

membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7);

6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung
muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8);

-

Tindak pidana menjadikan orang-orang lain sebagai objek atau
model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9);

8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam
pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10);

Y o]

Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai
objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11);

10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya dalam
menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12).

Sebagaimana diketahui bahwa setiap individu tidak saja harus
menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi juga
perlu menegakkan norma-norma lain, seperti kesusilaan dan agama.
Meskipun terhadap isi bagian tertentu norma kesusilaan dan norma
agama belum diadopsi ke dalam norma hukum. Belum teradopsi
menjadi norma hukum tidak menjadi alasan bagi setiap individu untuk
tidak menjalankan dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan norma
agama. Banyak norma agama yang tanpa disadan telah diadopsi ke
dalam norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu, melanggar norma
kesusilaan dapat dimlai sekaligus melanggar norma agama. Misalnya,
perbuatan bersetubuh di luar nikah. Dengan syarat tertentu dilarang
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o
um agarm Undang- Undang Pornografi memily,
h u“. Lmana VANE Jitegaskan di dalam Pasal | “"“n‘
. :
lua Jan memelibara tatanan Kehyg Y, '\\

Mew gudkan

vang beretikd berkepribadian luhur, menyyp - Pan

Ketuhanan Yang Maha Esa. sertd menghormay, | K1 ::.{
b

ar\"
manusid. "

Lindungi, dan melest -
Menghormath melindung ankan Nilyy <
Jdat istiadat. ¢

nu'fﬂ‘uk.

T
\emberikan pem

"ut\"r‘bt;
b‘w W

henaan dan pendidikan terhy, N
g
Membenkan ke
dan pomograﬁ. rerutama bagi anak dan perempun "’h.,,
" (*‘ "

'y
ncegah herhembangnya pornografi dan komers y)
Iy
"

a

C. \Me
masvarakat.

mbentuk Umhng-Undm& dalan

Dengan demikian, Pe
.Q‘:

sdalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, memberiiy,
kepada seluruh lapisan masvarakat untuk berperan gy, ,
melakuban pemberantasan undak prdana pormografi. Se N
termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Pornografi, .W'lu :::
0 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang p.“n

Pasal 2
asvarakat dalam pencegahan tindak pidana pery,

peran serta m
adalah
4 Melaporkan pelanggaran undang-undang ini;

b, Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan,

¢. Melakukan sosialisas) peraturan perundang-
mengatur pornografi;

d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terha

dampak pornografi.

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan P"“:
terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaa? ;w'"°"“l o
dengan peran serta masyarakat tersebut, maka di dalam U e
Wﬁ"mﬂkﬂdibcﬁhakunmkmhhlhﬂp‘hpﬂ'/
dengan telah tenadinya tindak pidana pomcgrlﬁ di W .o

elaporan tersebut harus melalui Kepolisian RepubliX

undanga @

dap babai®
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hagian Sentra Prlavanan Kepolisan & mana SPX tersebut harus menerima
wgala bentul laporan dan pengaduan masvarabar
Subwek tncak pacana Premografl disetuthan dengan “wenap orang © Ovang
dalarn pengertian hulum adalah orang pribud (ersom ) sebaga pendukung
hak dan kewapgban * Dan sudut beologis, orang adalah makhluk vang
berwupd dan memmulibs robanah, pdoran, perasaan, bermartabae, herwatak
Setuap orang maksednyae sapa pun, ek menunpuk atau mengecualikan
orang terentu
Undang-Undang Pornografi telah memperluas pengertian orang
termasuk korporas (hadan) baik hadan hukum maupun buban badan
hukum (Pasal | angha 1) Jadi ada dua subyek hukum tindak psdana
pormografi, vaitu pribadi (pvrsoem) dan korporas (berbentuk badan
rektipessoon maupun Gdal) Oleh karena itu. tindak pidana pornografi
dalam undang -undang ditujukan pada dua subpek hukum tersebut.
Dengan demikaan, dapat diumpulkan bahwa kepentingan hukum
vang hendak dilindungs oleh dibentuknya tundak pidana pornografi
dalam Undang-Undang Pornografi yvakm kepentingan hukum mengenai
tegakova mila milas akhlak dan moral kesusilaan umum vang dijunjung
tingg oleh masyarakat Indonesia Dengan terlindung: dan tegaknya
milanila moral kesusilaan umum masyarakat agar dapat terlindung
dan ditegakban pula perasaan kedamaan dan ketenteraman & bedang
kesusilaan indnadu dan masyarabat yang sekaligus merupakan dan
menjadi kepentingan hukum negara Rasa kedamanan dan ketenteraman
seperts ini harus dapat dipertahankan dan tdak boleh tergganggu oleh

berbagas perbuatan vang berhubungan dengan pornografi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan vang telah dilakukan, maka dapatiah
ditank kesimpulan dan saran-saran sebagai benkut
l. kmmmnnnhdalunmry}mtmdﬁpdnumﬁ
adalah
a  melakukan pemutusan jJanngan pembuatan dan penyebartuasan

Mkmmﬁmmmmﬁ.tcmukmuohm
pornografi melalus internet,

Chaudir Ali, Rahan Hukum, PT Alumni, Bandung, 2005, him_ 4
Iind, him 6.
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidanz

Undang-Undang Nomor 44 Tzhun 2007 wentzng Pormnogras
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